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Perencana.an IJembangun..'1Il

Pengelolaan dan Tanggung Jawab '(.uang;:n gara

Negara Republik Indonesia Tahun 200'+ omor amh h;1'1

Lembaran Negara Repuhlik Indon .ia NOIDtlr 0)'

5. Undang-undang Nomor 25 20'

Peraturan Perundang-undangan (l.embaran

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan
•

Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 200 t nt

•
• 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ke ang ..111

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2()()'1

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Inr one sia

Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Perb ndan: raan
Negara (Lembaran Negara Republik Indone ia Tahun 2{)04

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negar «'Plltlik Indonesia

Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 20t) ton 11g Pernbcntukan

Mengingat

•

Berdasru'kall Surat Keputusan GuberIlur Sumatera Selatan NODI01"

198/KPTS/BPKADj2016 tentang Alokasi Belanja Bantuan Kel13ngan
Kepada Pemerintah KabupatenjKota tanggal 17 Maret 20] () dan

Surat Edaran Gubernur Sumatera Selara.n NOmOI"

900/0928jBPKAD-Vllj2016 ten tan g Penyaluran/Transler Utang

D8.l1a Bagi Hasil Pajak Tahun 2014 tanggal 24 Maret 2016, perlu

ditetapkan Peraturan Bupati tentang Revisi Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai

landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 20)()

Menlinbang :

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG lLIR

T

TENTANG
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAfl

2016

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 'rABUN 2016

BUPAn PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



0, Ulldallg-Ulldrulg Nornor 33 Tahwl 2004 tentang Perimbangan

Kellallgan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahrul Dar-ra h

(Lelnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tanlba11al1Lembaran Negara Republik Indonesia NomOI'4438);
7, UndaJ1g-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembent ukan

Kal)upaten Periukal Abab Lematang Ilir [Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tarnba han

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
8. Ulldang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerinta han

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(J 14

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon s ia

Nomor 5587;
9, Peraruran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pernuinaan

dill'} Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Del erah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor -+ 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4()(;)());

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stalln.j!

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik

Indonesia Nomor 4503);

II, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjam: II

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2l)\::i

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 11l.(j()11l Sf:1

Nomor 4574);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 teruang Sl"l\i'nl

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara l~lpu ilik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran ('g:tri.l

Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 1111)('111

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo: 11C) •
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S7 ii;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 j -ntar J

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara k .....publi

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Taillbahan Lembaran g ir:

Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang P (llntdl1

Pembina an r r

15,

II1U()11Csia Nomor 4421);



N() I)] r ,f] I,
It, 1'( rot 11 ~1)1 rmtah Nf)ITI{)1 H 1'111111 2(}()() tcntnug !'(;l;!l)()J·lll

}<\(>Ualzan (ii'll) Kinet If!. In tlinSI Pcm r'intah [Le mbar III NI glll.l

I prrblik Indom 'j,l Tahun 20()()Nomor 25, Tarll1}alwl11.-(~I)ll"J~11~11}

(g ra R('publik Indonesia Nomor 4ft) Ill);

17. Peraturan Pemr-ruitah Nornor 71 Tahun 201() tentnng S1'1tl(i'lr

."-klll11ansi Pcmeriniahan [Lernbaran Negara J~epublik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor ,,)1(5),

18. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahuri 2012 tentang l Iiba.h
Da rah (Lernbaran Negara Republik Indonesia TahU11 2()12

Nomoi 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nornor 5272);

19. Peraturan Merrteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tr-ntang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diuball. terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 540);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

22. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang llir Nomor 095 Tahun

2014 tentang Perubahan Ketiga Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

NOIDor 36

}\.(~rja

N llnf I I) 1•



2 I...., 3 1r _ • I

1'{p..Jurnlah Belanja

Surplus/ (Defisit)

Rp. 9.720,038.66 .oo
Rp. 237.414.975.012,­

Rp. 399 433.979.~3 ).50

RI). 6 I ).) 11.2

Rp. 144.862.845.042,O()

0,00

0,00

4.950.000.000,00

Rp. 845,000.000,00

0,00

61.553.677.354,00

1.000,000.000,00

Rp. 21 .. '211. 2.2.• r.

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

2, Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga Rp,

3) Belanja Subsidi Rp.

4) BeJanja Hibah Rp.

5) Belanja Bantuan Sosial

6) Belanja Bagi Hasil Rp.

7) Belru1jaBantuan Keuangan Rp.

8) Belanja Tak Terduga Rp.

1), Dana Perimbru.lgan Rp. 662.350.632.000,00

c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 164.457.888.289,50
-Jumlah Pendapatan Rp.859.707,011.B73.7()

Rp. 32.898.491.586,26a. Pendapatan Asli Daerah

Pasa11
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :
1 Pendapatan

,PERATURAN BlTPATT PENUKAL ABAB LEMA"fANG ILIR TH:,l'f""NC;

REVJSI PENJABARAN ANGO PENDAPATAN D.I\.N B ",I_AN.._T:\,

DAERAHTAJ-IUNANGGARAN 2016.

MEMUTUSKAN



A1'flt SH
NIP. 196010 8 198303 1 009

Diundangkan

Plh. Sekretaris Daerah
, n Penllkal Abab Lematang Ilir,

*

Bupati
Lematang nirt

Ditetapkan di Talang Ubi
Pad a Tanggal 06 Agustus 201

Pasa16
Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini mulai berlaku pada l~lnggal
ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerin pengundangan
peraturan Bupati Periukal Abab Lematang Ilir.

Pasa15
Pelaksanaan Penjabaran APBDyang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah :-'('SL1~li

dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal4
Lampiran sebagaimana terse but dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian vang
tidak terpisahkan dati Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasa13

Revisi Pcnjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lcbih J8J1JUt

dalam Lampiran II Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasa12
Ringkasan Revisi Penjabaran APBD sebagairnaria dimaksud dalaTn Pasal 1 tercantum
dalam Lampirar, I Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

73.321.7,).1,2.:.J

Rp. O,O()
Jumlah Biaya Neto Rp.

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

,

73.321.733,24

0,00
Rp.

Rp., ,h P ngelu<Jran

[I. Pcne runaan




